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Accepted 15 Juni 2026 Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan operasional dimensi

keselamatan berdasarkan SNI 9042:2021 di Restoran Sate Ratu
Yogyakarta dan merumuskan prioritas tindakan korektif. Penelitian

gaévéords menggunakan studi kasus deskriptif kualitatif pada Maret 2025 dengan
Kesiapan operasional 11 informan yang mewakili manajemen, karyawan, dan pengunjung.
Keselamatan restoran Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi menggunakan

Ttanggap darurat

SNI 0042:2021 daftar tilik 13 indikator, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis

melalui kondensasi data, pengodean tematik, dan triangulasi sumber
serta teknik. Pencatatan awal menunjukkan delapan indikator sesuai dan
lima belum sesuai. Namun, telaah fungsional mengklasifikasikan tiga
indikator sesuai tanpa catatan, lima sesuai dengan catatan, dan lima
belum sesuai. Kesenjangan utama mencakup belum tersedianya
kebijakan dan prosedur tertulis, informasi penyelamatan dari kebakaran
dan bencana alam, alat komunikasi darurat, serta bukti koordinasi dengan
instansi terkait. APAR tersedia tetapi belum didukung petunjuk
penggunaan dan dokumentasi inspeksi; titik kumpul juga terhalang
kendaraan dan penandanya memudar. Kepatuhan penggunaan
perlengkapan kerja belum disertai bukti kompetensi tanggap darurat
yang merata, sedangkan informasi evakuasi bagi tamu belum
membentuk rantai komunikasi yang utuh. Temuan menegaskan
perbedaan antara kepatuhan nominal dan kesiapan operasional. Prioritas
perbaikan meliputi pengendalian bahaya segera, penyusunan rencana
tanggap darurat tertulis, pelatihan dan simulasi, serta audit tindakan

korektif secara berkala.
[@NoIE
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1. Pendahuluan
Restoran merupakan ruang pelayanan publik sekaligus tempat kerja dengan

karakteristik bahaya yang kompleks. Aktivitas memasak menggunakan api dan panas,
penyimpanan bahan mudah terbakar, penggunaan peralatan tajam, lantai yang berpotensi
licin, kepadatan pengunjung, serta kemungkinan gempa atau kebakaran menempatkan
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pekerja dan tamu pada risiko yang harus dikendalikan secara sistematis. Oleh karena itu,
keselamatan restoran tidak cukup direpresentasikan oleh ketersediaan alat, tetapi perlu
mencakup tata kelola, kompetensi personel, komunikasi, pemeliharaan, dan evaluasi
kesiapan. SNI 9042:2021 mengintegrasikan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan
kelestarian lingkungan (CHSE) pada penyelenggaraan kegiatan pariwisata, termasuk
restoran dan rumah makan (Badan Standardisasi Nasional, 2021).

Kajian ini membatasi analisis pada dimensi keselamatan karena dimensi tersebut
berhubungan langsung dengan kejadian akut berkonsekuensi tinggi, seperti kebakaran,
cedera kerja, kegagalan evakuasi, dan keterlambatan pertolongan pertama. Fokus tersebut
tidak memisahkan keselamatan dari kerangka CHSE, melainkan memperdalam komponen
yang menentukan kemampuan organisasi mencegah, merespons, dan memulihkan operasi
setelah keadaan darurat. 1SO 45001:2018 menempatkan kesiapsiagaan dan respons keadaan
darurat sebagai bagian dari sistem manajemen yang harus direncanakan, diuji, dievaluasi,
dan diperbaiki secara berkelanjutan (International Organization for Standardization, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan CHSE dapat memperkuat mutu
layanan dan kepercayaan pengunjung, tetapi implementasi antarunit usaha tidak selalu
merata. Pemenuhan cenderung lebih terlihat pada fasilitas fisik dibandingkan dokumentasi,
pengendalian operasional, dan keberlanjutan setelah sertifikasi (Sofiani & Octariana, 2021,
Amelia & Prasetyo, 2022; Arini & Trianasari, 2023; Gede et al., 2023; Prihastini & Jaya,
2024). Pada industri hospitalitas Indonesia, kesiapsiagaan juga dipengaruhi oleh komitmen
manajemen, kompetensi tenaga kerja, ketersediaan rencana darurat, dan hubungan dengan
instansi pemerintah (Ismiyati & Lestari, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
sertifikasi atau keberadaan fasilitas belum otomatis menjamin fungsi keselamatan ketika
insiden benar-benar terjadi.

Dari perspektif organisasi, perbedaan antara kepatuhan nominal dan kesiapan
operasional dapat dijelaskan melalui konsep iklim keselamatan. Iklim keselamatan
menggambarkan persepsi bersama mengenai tingkat prioritas yang diberikan organisasi
terhadap kebijakan, prosedur, komunikasi, dan praktik keselamatan (Zohar, 1980). Bukti
longitudinal menunjukkan bahwa iklim keselamatan memengaruhi motivasi dan perilaku
keselamatan serta berkaitan dengan kejadian kecelakaan (Neal & Griffin, 2006). Dalam
konteks hospitalitas, pelatihan, komunikasi, dan dukungan organisasi juga memengaruhi
perilaku keselamatan pekerja (Kim et al., 2021). Dengan demikian, alat keselamatan perlu
dinilai bersama bukti inspeksi, kompetensi pengguna, akses, dan prosedur yang

menghubungkan setiap komponen.
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Sebagian besar studi CHSE menilai keseluruhan dimensi atau mengaitkannya
dengan persepsi wisatawan. Bukti yang membedakan status administratif dari kemampuan
fungsional pada restoran bersertifikat masih terbatas, terutama terkait keberlanjutan setelah
sertifikasi, kesiapan pekerja saat darurat, dan keterlibatan tamu dalam proses evakuasi.
Kebaruan studi ini terletak pada evaluasi fungsional tiga kelompok pelaksana (manajemen,
karyawan, dan pengunjung), reinterpretasi indikator ke dalam kategori “sesuai”, “sesuai
dengan catatan”, dan “belum sesuai”, serta penyusunan prioritas tindakan korektif berbasis
risiko. Penelitian bertujuan mengevaluasi kesiapan operasional dimensi keselamatan SNI

9042:2021 di Restoran Sate Ratu Yogyakarta dan merumuskan prioritas perbaikannya.

2. Metode
Penelitian menggunakan rancangan studi kasus deskriptif kualitatif dan dilaksanakan

pada Maret 2025 di Restoran Sate Ratu, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta. Pemilihan
informan dilakukan berbasis peran untuk memperoleh perspektif dari pengambil keputusan,
pelaksana, dan pengguna layanan. Sebanyak 11 informan terlibat, terdiri atas seorang
manajer sebagai informan kunci, enam karyawan yang mewakili fungsi pelayanan, dapur,
kebersihan, dan keamanan sebagai informan utama, serta empat pengunjung sebagai
informan pendukung. Kriteria inklusi mencakup keterlibatan langsung dalam operasional
atau pengalaman berada di area restoran pada saat pengumpulan data dan kesediaan
memberikan informasi. Kecukupan data dinilai berdasarkan keterwakilan fungsi dan
pengulangan tema antar kelompok informan, bukan berdasarkan generalisasi statistik.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.
Pedoman wawancara manajer mencakup kebijakan, pembagian tanggung jawab,
pemeliharaan fasilitas, pelatihan, koordinasi eksternal, dan evaluasi; pedoman karyawan
mencakup praktik kerja aman, pemahaman evakuasi, penggunaan APAR, P3K, dan
komunikasi darurat; sedangkan pengunjung ditanya mengenai keterlihatan dan
keterpahaman informasi keselamatan. Observasi menggunakan 13 indikator dimensi
keselamatan SNI 9042:2021, yaitu 11 indikator manajemen, satu indikator sumber daya
manusia, dan satu indikator partisipasi tamu. Status “sesuai” ditetapkan apabila bukti
tersedia, dapat diakses, berfungsi, dan tidak memiliki kekurangan kritis; “sesuai dengan
catatan” apabila komponen tersedia tetapi reliabilitas, dokumentasi, keterbacaan, atau
aksesnya belum memadai; dan “belum sesuai” apabila komponen tidak tersedia, tidak

berfungsi, atau tidak didukung bukti yang dapat diverifikasi. Telaah dokumen mencakup
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bukti sertifikasi, prosedur, catatan pelatihan, inspeksi APAR, informasi nomor darurat,
pemantauan, dan tindak lanjut ketidaksesuaian.

Analisis mengikuti model interaktif berupa kondensasi data, penyajian data, serta
penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Pengodean awal disusun secara
deduktif berdasarkan tiga kriteria SNI, kemudian dikembangkan secara induktif menjadi
tema tata kelola, keandalan fasilitas, kompetensi pekerja, komunikasi kepada tamu, dan
pengendalian berkelanjutan. Pernyataan informan dibandingkan dengan hasil observasi dan
dokumen untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan kesenjangan bukti. Pelaporan
mengacu pada prinsip COREQ agar karakteristik informan, proses pengumpulan data,
analisis, dan penggunaan kutipan dapat dijelaskan secara transparan (Tong et al., 2007).

Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

3. Hasil dan Pembahasan

Daftar tilik awal mencatat delapan dari 13 indikator sebagai “sesuai” dan lima
sebagai “belum sesuai”. Namun, pencatatan biner tersebut belum membedakan keberadaan
administratif dari fungsi aktual. Pada Tabel 1 setelah bukti wawancara, observasi, dan
dokumen ditelaah kembali, tiga indikator dikategorikan sesuai tanpa catatan, lima indikator
sesuai dengan catatan, dan lima indikator belum sesuai. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan
sebagai skor kuantitatif, melainkan sebagai penilaian kualitatif terhadap reliabilitas sistem

keselamatan.

Tabel 1. Ringkasan status administratif dan interpretasi fungsional dimensi keselamatan

Kriteria Cakupan indikator Interpretasi status Temuan utama
Manajemen 11 indikator 3 sesuai; 3 sesuai Kesenjangan dominan pada prosedur
dengan catatan; 5 tertulis, komunikasi, koordinasi, titik
belum sesuai kumpul, APAR, dan nomor darurat.
Sumber daya 1 indikator Sesuai dengan Kepatuhan perlengkapan kerja tersedia,
manusia catatan tetapi kompetensi tanggap darurat belum
diuji dan pelatihan belum merata.
Partisipasi 1 indikator Sesuai dengan Petunjuk evakuasi tersedia, tetapi rantai
tamu catatan informasi sampai titik kumpul dan arahan

staf belum sepenuhnya andal.

Pada Tabel 2, triangulasi menunjukkan bahwa kelemahan utama bukan hanya
kekurangan fasilitas, melainkan putusnya hubungan antara kebijakan, sarana, kompetensi,
komunikasi, dan bukti pengendalian. Lima tema analitis muncul secara konsisten, yaitu

formalisasi tata kelola yang belum memadai, keandalan fasilitas yang belum terjamin,
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kompetensi tanggap darurat yang tidak merata, komunikasi keselamatan kepada tamu yang

belum utuh, serta pemantauan yang belum terdokumentasi secara sistematis.

Tabel 2. Matriks tema hasil triangulasi sumber dan teknik

Tema analitis

Bukti wawancara

Bukti
observasi/dokumen

Interpretasi

Formalisasi tata kelola

Keandalan fasilitas

Kompetensi pekerja

Komunikasi kepada
tamu

Pengendalian
berkelanjutan

Arahan keselamatan
masih dominan lisan;
peran saat darurat belum
seragam.

Manajemen menyatakan
APAR dan titik kumpul
tersedia.

Informasi frekuensi
pelatihan berbeda dan
tidak semua pekerja
merasa pernah
mengikuti.

Pengunjung
memperkirakan akan
diarahkan staf ketika
terjadi bencana.
Manajemen menyatakan
melakukan pemantauan.

Kebijakan, SOP, dan
bukti koordinasi
eksternal belum
tersedia.
Petunjuk/lembar
inspeksi APAR tidak
tersedia; titik kumpul
terhalang dan penanda
memudar.

Belum tersedia bukti
simulasi dan evaluasi
kompetensi individual.

Tanda evakuasi tersedia,
tetapi kesinambungan
ke titik kumpul belum
optimal.

Register inspeksi,
temuan, penanggung
jawab, tenggat, dan
verifikasi penutupan
belum terdokumentasi.

Keselamatan bergantung
pada pengetahuan
personal dan rentan
berubah antarshift.
Ketersediaan fisik
belum menjamin alat
dan jalur dapat
digunakan secara
efektif.

Kepatuhan rutin belum
dapat digunakan sebagai
proksi kesiapan darurat.

Partisipasi tamu
memerlukan informasi
visual dan arahan staf
yang konsisten.
Evaluasi belum
membentuk siklus
tindakan korektif yang
dapat diaudit.

Hasil rinci kriteria manajemen disajikan pada Tabel 3. Kekuatan terdapat pada

ketersediaan peta jalur evakuasi, kotak P3K, APAR, informasi nomor penting, dan praktik
pemantauan. Meskipun demikian, hanya sebagian bukti yang memenuhi persyaratan fungsi
tanpa catatan. Kesenjangan paling mendasar berada pada belum tersedianya kebijakan dan
prosedur tertulis, informasi penyelamatan kebakaran dan bencana alam, alat komunikasi
darurat, serta bukti koordinasi dengan instansi terkait.

Pernyataan manajer menunjukkan bahwa fasilitas dasar telah tersedia, tetapi respons
darurat masih bergantung pada kemampuan individual dan belum sepenuhnya dikendalikan
melalui sistem formal:

“Restoran menyediakan APAR di lorong dan titik kumpul di area parkir, namun
aspek keselamatan lainnya masih bergantung pada refleks individu.” (Informan 1)

Gambar 1 memperlihatkan keberadaan APAR dan penanda titik kumpul. Akan
tetapi, keberadaan fisik tersebut belum identik dengan kesiapan operasional. APAR belum
dilengkapi petunjuk penggunaan dan dokumentasi inspeksi yang dapat diverifikasi,

sedangkan titik kumpul terhalang kendaraan dan penandanya memudar. Kondisi tersebut
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meningkatkan kemungkinan keterlambatan respons, salah penggunaan alat, dan kegagalan
akuntabilitas setelah evakuasi.

Tabel 3. Penerapan indikator keselamatan pada kriteria manajemen

No. Indikator Status Bukti dan catatan
1  Kebijakan/prosedur/petunjuk kerja Belum sesuai Arahan  masih lisan; kebijakan,
keselamatan prosedur, pembagian peran, dan
mekanisme pembaruan belum
terdokumentasi.
2 Informasi tertulis penyelamatan diri Belum sesuai Informasi tertulis mengenai tindakan
dari kebakaran awal, pelaporan, evakuasi, dan larangan
penggunaan lift/pintu tertentu belum
tersedia.
3 Informasi nomor telepon penting Sesuai dengan Nomor pemadam kebakaran dan
catatan kepolisian tersedia; nomor fasilitas

kesehatan/ambulans dan penanggung
jawab internal belum lengkap.

4 Informasi tertulis penyelamatan diri Belum sesuai Informasi penyelamatan diri untuk
dari bencana alam gempa atau bencana alam lain belum
tersedia.

5  Peta/lokasi titik kumpul yang aman Sesuai dengan Titik kumpul tersedia, tetapi terhalang

catatan kendaraan, penandanya memudar, dan
mekanisme pendataan penghuni belum
jelas.

6  Peta jalur evakuasi Sesuai Petunjuk jalur evakuasi tersedia di area
restoran; keterlihatan dan
kesinambungan rute tetap perlu
dipantau.

7 Kotak P3K dengan perlengkapan Sesuai Kotak P3K tersedia di bagian

penanganan kecelakaan administrasi/kasir; kelengkapan isi dan
penanggung jawab perlu diaudit
berkala.

8  APAR layak disertai petunjuk Sesuai dengan Terdapat delapan APAR, tetapi

penggunaan catatan petunjuk penggunaan, kartu inspeksi,
dan bukti pemeliharaan belum dapat
diverifikasi.

9  Alat komunikasi keselamatan yang Belum sesuai Belum tersedia sarana atau protokol

berfungsi komunikasi  khusus untuk alarm,

koordinasi staf, dan kontak eksternal
saat darurat.
10  Koordinasi dengan BPBD, pemadam, Belum sesuai Belum terdapat bukti koordinasi,
dan kepolisian penilaian bersama, atau latihan dengan
BPBD, pemadam, kepolisian, dan
fasilitas kesehatan.

11  Pemantauan dan evaluasi penerapan Sesuai Manajemen menyatakan melakukan
keselamatan pemantauan; dokumentasi temuan,
penanggung jawab, tenggat, dan

verifikasi penutupan perlu

distandardisasi.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan administratif dapat
menghasilkan rasa aman semu jika tidak disertai verifikasi fungsi. Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 menekankan pemasangan dan
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pemeliharaan APAR, sehingga bukti inspeksi merupakan bagian penting dari kelayakan alat,
bukan sekadar dokumen tambahan. Prinsip yang sama terdapat dalam 1SO 45001:2018, yang
menuntut organisasi menguji dan mengevaluasi kesiapsiagaan darurat secara berkala.
Dengan demikian, status “APAR tersedia” tidak dapat disamakan dengan “APAR siap
digunakan”. Titik kumpul juga harus diperlakukan sebagai bagian dari jalur evakuasi yang
utuh: mudah dikenali, bebas hambatan, cukup aman, dan memungkinkan pendataan orang

setelah evakuasi.

(b)

Gambar 1. Kondisi APAR dan penanda titik kumpul pada saat observasi; (a) APAR di
area restoran dan (b) Penanda titik kumpul

Informasi mengenai pelatihan belum konsisten. Seorang karyawan menyebut
pelatihan tahunan, uraian lain menyebut kegiatan dua kali setahun yang berfokus pada
penggunaan APAR, sedangkan sebagian karyawan tidak merasa pernah mengikuti pelatihan.
Perbedaan ini mengindikasikan bahwa jadwal, cakupan peserta, materi, dan bukti kehadiran
belum dikendalikan secara seragam. Rencana tindakan darurat yang efektif mensyaratkan
pembagian peran, prosedur pelaporan, rute evakuasi, akuntabilitas penghuni, dan pelatihan
personel (Occupational Safety and Health Administration, 1910.38). Temuan serupa pada
industri hospitalitas menunjukkan bahwa ketiadaan rencana dan lemahnya koordinasi
pemerintah menjadi hambatan penting kesiapsiagaan (Ismiyati & Lestari, 2020; AlBattat &
Mat Som, 2013).

Indikator sumber daya manusia dinilai “sesuai dengan catatan”. Karyawan telah
menggunakan sepatu, apron, dan penutup rambut sesuai fungsi kerja, yang menunjukkan
kepatuhan pada pengendalian bahaya rutin. Namun, bukti tersebut belum cukup untuk
menyimpulkan kesiapan darurat karena tidak semua karyawan memiliki riwayat pelatihan

yang konsisten dan belum tersedia hasil simulasi yang menguji kemampuan menggunakan
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APAR, mengevakuasi tamu, melakukan komunikasi darurat, dan memberikan pertolongan
pertama.

“Kami sudah siap dalam aspek keselamatan, terutama di area dapur yang
mewajibkan penggunaan sepatu atau sepatu bot dan apron sebagai langkah antisipatif
terhadap potensi bahaya.” (Informan 5)

Penggunaan perlengkapan kerja pada Gambar 2 merupakan modal penting dalam
pencegahan cedera sehari-hari, tetapi hanya merepresentasikan keselamatan tugas rutin.
Kompetensi keadaan darurat memerlukan pengetahuan, keterampilan, pembagian

kewenangan, dan latihan dalam kondisi yang menyerupai kejadian nyata.

(b)

Gambar 2. Penggunaan perlengkapan kerja oleh karyawan, (a) perlengkapan kerja
karyawan dan (b) praktik kerja di area layanan

Secara teoretis, kepatuhan prosedural dan partisipasi keselamatan merupakan dua
komponen perilaku yang dipengaruhi oleh iklim keselamatan, pengetahuan, dan motivasi
(Neal & Griffin, 2006). Pernyataan kesiapan yang tidak disertai demonstrasi keterampilan
berisiko menimbulkan overestimasi kapasitas organisasi. Pelatihan karena itu perlu berbasis
kompetensi dan mencakup pemadaman awal, pengambilan keputusan untuk evakuasi,
komunikasi, P3K, serta batas tindakan yang aman. Ketersediaan kotak P3K juga perlu
dikaitkan dengan kelengkapan isi dan keberadaan petugas yang kompeten sebagaimana
diatur dalam Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/V111/2008, bukan hanya lokasi kotak.

Indikator partisipasi tamu juga dikategorikan “sesuai dengan catatan”. Petunjuk jalur
evakuasi dan lokasi titik kumpul tersedia, tetapi informasi tidak selalu dijelaskan secara
langsung. Selain itu, gangguan pada titik kumpul dan keterbatasan keterbacaan penanda
mengurangi efektivitas informasi visual. Partisipasi tamu dengan demikian tidak dapat
dinilai hanya dari keberadaan tanda, tetapi harus mencakup keterlihatan, keterpahaman,
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aksesibilitas, konsistensi arahan staf, dan kejelasan tindakan yang diharapkan dari
pengunjung.

“Jika terjadi bencana, tamu langsung diarahkan ke titik kumpul karena sudah
tersedia petunjuk jalur evakuasi sehingga tidak membingungkan.” (Informan 9)

Gambar 3 menunjukkan bahwa petunjuk arah evakuasi telah tersedia. Informasi
visual tersebut penting bagi tamu yang tidak mengenal tata ruang restoran, tetapi
efektivitasnya bergantung pada posisi pemasangan, pencahayaan, arah panah yang tidak

ambigu, kesinambungan sampai titik kumpul, dan kemampuan staf memberikan instruksi.

Gambar 3. Petunjuk arah evakuasi bagi pengunjung

Rantai komunikasi keselamatan dinilai utuh apabila pengunjung dapat mengenali
tanda, mengikuti rute tanpa hambatan, mencapai titik kumpul yang aman, dan memperoleh
arahan serta pendataan dari petugas. Pada lokasi penelitian, sebagian komponen telah
tersedia, tetapi titik akhir evakuasi dan komunikasi staf belum sepenuhnya andal. Literatur
hospitalitas menegaskan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan rencana yang diperbarui,
pelatihan, evaluasi, dan pembelajaran setelah latihan atau insiden (AlBattat & Mat Som,
2013). Oleh sebab itu, penguatan partisipasi tamu dapat dilakukan melalui peta evakuasi
yang lebih mudah terlihat, briefing staf, penetapan petugas pemandu, dan skenario khusus
bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, atau tamu yang tidak memahami bahasa instruksi.

Prioritas perbaikan ditentukan menggunakan empat pertimbangan: besarnya
konsekuensi apabila pengendalian gagal, kemungkinan kegagalan pada kondisi aktual,
ketergantungan tindakan lain terhadap pengendalian tersebut, dan kemudahan implementasi.

Berdasarkan kerangka ini, tindakan yang langsung memengaruhi keselamatan jiwa
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ditempatkan lebih awal, dilanjutkan formalisasi tata kelola, peningkatan kompetensi, dan

pengendalian berkelanjutan. Rekomendasi operasional disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Prioritas tindakan korektif berbasis risiko

No. Prioritas Tindakan utama Bukti pelaksanaan Target pemantauan
1. Pengendalian ~ Bebaskan titik kumpul dari ~ Foto sebelum-sesudah; Diselesaikan maksimal 30
segera parkir, ganti penanda, kartu inspeksi; daftar hari; inspeksi bulanan.
lengkapi nomor darurat, nomor darurat; berita
pasang petunjuk APAR, acara verifikasi.
dan verifikasi kondisi
seluruh APAR.
2. Tata kelola Susun rencana tanggap Dokumen disahkan; Diselesaikan maksimal 60
tertulis darurat untuk kebakaran, ringkasan dipasang; hari; ditinjau tahunan atau
gempa, evakuasi, daftar peran dan setelah
komunikasi, P3K, dan kontak tersedia di perubahan/insiden.
akuntabilitas penghuni; setiap shift.
tetapkan struktur peran.
3. Kompetensi Latih seluruh pekerja dan Daftar hadir; hasil pre-  Diselesaikan maksimal 90
dan simulasi lakukan simulasi dengan post/simulasi; catatan hari; diulang berkala dan
skenario pemadaman awal,  waktu respons; temuan  saat ada pekerja baru.
evakuasi tamu, dan rencana perbaikan.
komunikasi, dan P3K.
4, Perbaikan Audit 13 indikator, catat Register tindakan Tinjauan triwulanan dan

berkelanjutan

akar masalah, penanggung
jawab, tenggat, dan bukti
penutupan; laporkan

korektif; notulen
tinjauan manajemen;
tren temuan berulang.

audit internal minimal
tahunan.

kepada manajemen.

Urutan tersebut menggeser sertifikasi dari keluaran administratif menjadi siklus
pengendalian berbasis Plan—-Do—Check—Act: menetapkan standar dan tanggung jawab,
menerapkan pengendalian, memeriksa bukti, serta menutup ketidaksesuaian. Pendekatan ini
sejalan dengan ISO 45001:2018 dan temuan bahwa kesiapsiagaan hospitalitas membutuhkan
sinergi organisasi, tenaga kerja, dan instansi publik (Ismiyati & Lestari, 2020). Bagi restoran
kecil dan menengah, penggunaan daftar tilik sederhana, register tindakan korektif, dan
simulasi berkala dapat menjadi mekanisme biaya relatif rendah untuk mempertahankan
fungsi keselamatan.

Penelitian dilakukan pada satu restoran dan satu periode pengamatan sehingga
temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh usaha kuliner.
Observasi satu kali dapat tidak menangkap variasi kondisi antarshift, periode ramai, atau
perubahan penataan ruang. Data wawancara juga berpotensi mengalami bias keinginan
sosial karena sebagian informan merupakan pekerja pada organisasi yang sedang dievaluasi.
Selain itu, penelitian belum mencakup uji teknis APAR, audit lengkap isi kotak P3K,
pengukuran keterbacaan tanda, maupun simulasi evakuasi. Daftar tilik SNI menghasilkan

status dasar, sedangkan penilaian “sesuai dengan catatan” merupakan interpretasi fungsional
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peneliti. Penelitian lanjutan perlu melibatkan beberapa restoran, observasi berulang,
simulasi, pengujian fasilitas, dan rubrik tingkat kematangan keselamatan.

4. Kesimpulan
Evaluasi menunjukkan bahwa Restoran Sate Ratu telah memiliki modal dasar

keselamatan, berupa APAR, kotak P3K, peta jalur evakuasi, titik kumpul, informasi nomor
penting, perlengkapan kerja, dan petunjuk bagi tamu. Namun, kesiapan operasional belum
memadai karena hanya tiga indikator memenuhi kriteria tanpa catatan, lima indikator sesuai
dengan catatan, dan lima belum sesuai. Kesenjangan utama terletak pada tata kelola tertulis,
keandalan APAR dan titik kumpul, komunikasi darurat, pemerataan kompetensi pekerja,
koordinasi eksternal, dan dokumentasi evaluasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan
fasilitas tidak boleh dipersamakan dengan kesiapan fungsional. Restoran perlu
mendahulukan koreksi yang berdampak langsung pada keselamatan jiwa, kemudian
menyusun rencana tanggap darurat, melakukan pelatihan dan simulasi, serta mengelola
tindakan korektif melalui audit berkala. Bagi restoran kecil dan menengah, audit internal
berbasis 13 indikator SNI 9042:2021 dapat digunakan sebagai instrumen praktis untuk

menjaga konsistensi keselamatan setelah sertifikasi.
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